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Pengeluaran pemerintah dan penerimaan pemerintah tercermin dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (RAPBN) yang disusun oleh pemerintah dan dtsetujui oleh DPR, yang merupakan salah satu
instrumen perencanaan tahunan yang dijabarkan dalam Repelita. RAPBN memuat rencana penerimaan dan
pengeluaran pemerintah selama satu tahun anggaran atahu tahun fiskal adalah antaratanggal 1 April sampai
tanggal 31 Maret tahun berikutnya. Selisih pembiayaan pengeluaran pemerintah diluar pinjaman dengan
total pengeluaran di Indonesia adalah negatif. Berarti terjadi defisit anggaran, defisit ini akan dibiayai
dengan hutang baik dari dalam maupun dari luar negeri. Dampak dari hutang akan menambah jumlah uang
beredar dan akan menimbulkan inflasi. K etidakstabitan dalam neraca pembayaran luar negeri. salah satunya
disebabkan oleh defisit dalam neraca transaksi berjalan. Beberapa faktor yang mempengaruhinya antaralain
kebijaksanaan pemerintah sendiri maupun asing yang mengakibatkan perubahan dalam permintaan dan
penawaran valuta asing. Untuk mengatasi defisit neraca pembayaran Indonesia terutama disebabkan oleh
defisit transaksi berjalan, pemerintah harus melaksanakan berbagai terobosan untuk menigkatkan ekspor
yang diciptakan melatui kebijaksanaan deregulasi dan mendorong penurunan impor dengan menggunakan
tarif terhadap impor berupa peningkatan pajak impor dan mendorong peningkatan ekspor dengan meiakukan
devaluasi.

Berdasarkan hasil studi yang dilakukan oleh "Evan Tanner" tentang " The effect government spending on
the current account, output and expenditures : Evidence from Latin Amerika", dengan ruang lingkup yang
dibahas adalah pengeluaran pemerintah, transaksi Berjalan dan pendapatan nasional di Indonesia. Dengan
tujuan penelitian ini adaiah untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah, transaksi berjalan, nilai
kursriit dan pendapatan nasional di Indonesia dan mengetahui peranan perubahan nilai kurs riil mata uang
domestik terhadap valuta asing terhadap transaksi berjafan Indonesia serta mengetahui seberapa besar
pengaruh kebijaksanaan devaluasi terhadap pengeluaran pemerintah , pendapatan nasional dan transaksi
berjalan di Indonesia. Sebagai skenario yang diambil dalam kasus Indonesia adalah devaluasi tahun 1978,
tahun 1983 dan tahun 1986. Sedangkan Periode waktu (observasi) yang dilakukan adalah selama 25 tahun
(PJP.1,1969/70 - 1994/95) terhadap date International Financial Statistic (IPS) dari berbagai terbitan.

Untuk melakukan estimasi digunakan dengan metoda Statistika dan Ekonometrik dengan data time series
yang menggunakan program TSP. Hasil estimasi memperlihatkan bahwa hubungan antara variabel bebas
(pengeluaran pemerintah, rasio kursriil, implisit harga ekspor terhadap share nontraded goods dan rasio
harga ekspor dan harga impor) secara bersama-sama mempcngaruhi posisi pendapatan nasiona yang
ditunjukkan koefisien korelasi yang cukup kuat dan berarti. Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien
determinasi R2 sebesar 88,87% dan nilai F-test sebesar 55,7357. Sedangkan pengaruh kebijaksanaan
devaluasi sebagai dummy variabel, terlihat bahwa hasil pengujian empiris hubungan pengeluaran
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pemerintah, rasio kursriil terhadap share dan rasio harga ekspor dan harga impor terhadap pendapatan
nasional tidak jauh berbeda dengan persamaan tan pa kebijaksanaan devaluasi. Artinyaterdapat korelasi
positif, yang ditunjukkan oleh nilai koefisien determinasi R2 sebesar 96,16%.

Sedangkan pengaruh pendapatan nasional (GDP) dengan pengeluaran pemerintah, rasio kursriil terhadap
share nontraded goods, rasio harga ekspor dan harga impor dalam bentuk transformasi logaritma adalah
signifikan atau berarti. Hal ini ditunjukkan koefisien pengeiuaran pemerintah adalah positif yaitu 0,0328,
dalam arti setiap terjadi peningkatan sebesar satu-satuan terhadap pengeluaran pemerintah akan
menyebabkan terjadinya peningkatan terhadap pendapatan nasional (output) sebesar 0,0021. Sedangkan
pengaruh kebijaksanaan devaluasi sebagal dummy variabel juga terdapat korelasi positif kebijaksanaan
devaluasi sebagai dummy variabel jugaterdapat korelasi positif antara pendapatan nasional dengan
pengeluaran pemerintah, rasio kursriil terhadap share nontraded goods dan rasio harga ekspor dan harga
impor yaitu sebesar 0.0004; 0.0071; 0,0004 dan 0,0064.

Selanjutnya estimasi dalam bentuk transformasi logaritma transaks berjaian terhadap komposit rasio kurs
riil dengan nilai ekpor barang dan jasa merupakan fungsi dari pengeluaran pemerintah, rasio kursriil
terhadap share barang yang tidak diperdagangkan dan rasio harga ekspor dan harga impor dipengaruhi
secara signifikan. Hal ini ditunjukkan koefisien pengeluaran pemerintah dan rasio kursriil terhadap share
barang yang tidak diperdagangkan mempunyai arah positif yaitu sebesar 0,1089 dan 0,0083, artinya setiap
terjadi peningkatan perubahan pengeluaran pemerintah, rasio kursriil terhadap share barang yang tidak
diperdagangkan sebesar satu-satuan, maka akan meningkatkan rasio transaks berjaian terhadap komposit
kursriil terhadap ekspor barang dan jasa sebesar 0,1089 dan 0,0083. Sedangkan koefisien regresi rasio harga
ekspor dan hargaimpor mempunyai hubungan negatif yaitu sebesar -0,8421.

Sedangkan pengaruh kebijaksanaan devaluasi sebagai dummy variabei mempunyai korelas positif antara
pengeluaran pemerintah dan rasio kursrii) terhadap share barang yang tidak diperdagangkan dengan rasio
transaks berjaian terhadap komposit kurs riil dengan ekspor barang dan jasa. Hasil koefisien regres
menunjukkan sebesar 0,0901 dan 0,0222, yang berarti setiap kenaikan satu-satuan pengeluaran pemerintah
danrasio nilai kurs Mil terhadap share nontraded goods akan meningkatkan rasio transaksi berjaian terhadap
komposit kursriil dengan ekspor barang dan jasa sebesar 0,0901 dan 0,0222 satuan.

Dengan demikian berdasarkan skenario yang digunakan 3 (tiga) yaitu tarujn 1978, tahun 1983 dan tahun
1986, ternyata mulai tahun 1994 kebijaksanaan pemerintah dibidang fiskal konsisten dengan target makro
ekonomi. Berarti sasaran pembangunan ekonomi tercapai.



